GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonsesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07 /PRT/M /2019 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 319);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
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40.

41.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 762);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019
Nomor 16);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 45);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Banten.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Provinsi Banten
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam
menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD,
dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan diangkat oleh Gubernur dengan
persetujuan dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah wunsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas
untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan.
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15.
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17.

Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi
yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut lembaga adalah
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur Rumah Sakit yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan
perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan
masyarakat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan
milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
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Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja
perangkat daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pelimpahan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.
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36.
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38.

39.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pembantu (Unit Kerja)
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
unit kerja SKPD.

Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut Koordinator PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan atasan langsung Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengoordinasikan satu atau
beberapa kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat yang
menjadi atasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membantu
Pengguna Anggaran dalam mengoordinasikan beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran
dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pegawai non fungsional
yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara

penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
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51.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pegawai non fungsional
yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara
pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas  Akuntansi adalah  unit pemerintahan  pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat
keunggulan pengadaan barang/jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan
Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan
kegiatan secara Swakelola.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh perangkat daerah sebagai

pihak pemberi pekerjaan.
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60.
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62.

63.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya
disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat
untuk mengumumkan RUP yang disusun oleh Pengguna Anggaran;
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh perangkat daerah, Lembaga/perangkat daerah lain,
Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untukmemperoleh informasi, data,
dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku
usaha nasional dan pelaku usaha asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
adalah  metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok
kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia

Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis yang  dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia  berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh perangkat daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan
secara ekonomis tidak hanya untuk perangkat daerah sebagai
penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan
siklus penggunaannya.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,
kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan
standardisasi.

Dokumen lainnya adalah Data/Juklak/Juknis dan ketentuan-
ketentuan yang mendukung terhadap kegiatan yang akan
dilaksanakan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspiriasi, kehendak, kebutuhan
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran
belanja dari APBD/APBN.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan
kebutuhan bahan, upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan

dengan suatu pelaksanaan kegiatan/proyek.
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan
atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan
hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan
belanja Negara.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN
adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam
negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item
penawaran harga barang maupun jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan  kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk
seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
daerah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.
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114.

115.

116.
117.
118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai BUD, terdiri dari uang
dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan daerah,
bendahara pengeluaran daerah baik yang meliputi rupiah maupun
valuta asing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani

kewajiban untuk membayar kembali.
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128.

129.

130.

131

132.

133.

134.

135.

136.

137.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang Dberdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
barang milik daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
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139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung
dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai

uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Berhalangan tetap adalah kondisi dimana pejabat tidak dapat
menjalankan tugas karena memasuki masa pensiun, meninggal
dunia, dan cuti diluar tanggungan negara.

Berhalangan sementara adalah kondisi dimana pejabat tidak dapat
menjalankan tugas karena sesuatu hal pejabat yang bersangkutan
tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, seperti berhalangan
karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan
penting, cuti sakit, dan sakit.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang
ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan karena berhalangan
tetap.

Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai
yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan karena

berhalangan sementara.
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

PNS Provinsi Banten adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah
Provinsi Banten, termasuk yang PNS yang ditugaskan pada
Pemerintah Provinsi Banten.

Non-PNS Provinsi Banten adalah Masyarakat, Swasta, PNS
Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal dan TNI/Polri.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.

Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum
terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD.

Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS
merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan
program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS adalah Kepala Satdikmen
Negeri/Satdiksus Negeri untuk melaksanakan fungsi sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen pada pelaksananaan Dana BOS.
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168. Bendahara Dana BOS adalah pejabat fungsional pada Satdikmen

Negeri dan Satdiksus Negeri yang ditunjuk untuk menyelenggarakan

fungsi perbendaharaan Dana BOS.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola
keuangan pada SKPD dan PPKD dalam melaksanakan APBD Tahun
Anggaran 2020.

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk keterpaduan pelaksanaan

program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pedoman Pelaksanaan APBD
Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD, meliputi:

a. BAB I
b. BAB II
c. BAB III

[oN

. BAB IV
BAB V
BAB VI

0

PENDAHULUAN;

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH;

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI;

KETENTUAN LAINNYA; dan

g. BAB VII PENUTUP.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

Bagian Kedua

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten,

meliputi:
a. BABI
b. BABII

PENDAHULUAN;
PENGORGANISASIAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN;
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c. BABIII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
DAN PENYEDIA;

d. BABIV PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN
KEADAAN DARURAT DAN SANKSI DAFTAR HITAM
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;

e. BABV  PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN REVIU KEGIATAN;

f. BABVI FORMAT-FORMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN; dan

g. BAB VIl PENUTUP.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN
2020

URAIAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah, dalam APBD tergambar
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Oleh
sebab itu pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan substansi
Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD kepada
masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang hak dan
kewajibannya, yaitu berhak mendapatkan pelayanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang memadai dan mengetahui
akan kewajibannya seperti membayar pajak. Selain sebagai
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan
instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai salah satu
kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pengelolaan
APBD.

Dengan adanya kebijakan tentang pelaksanaan APBD 2020,
diharapkan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dapat
dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
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untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna
terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (good
governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean
government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2020 sebagai acuan bagi pengelola keuangan SKPD dan

SKPKD dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2020 yaitu:

1. Tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah;

2. Tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
keuangan;

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas pelaksanaan APBD;

4. Meningkatkan kinerja SKPD/PPKD dalam pengelolaan APBD; dan

5. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu,
tepat sasaran, tertib administrasi, dan disiplin anggaran.
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BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah; dan

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Maksud pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut diatas

adalah sebagai berikut:

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah
untuk mencapai keluaran tertentu;

4. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
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10.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil,

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah;

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan;

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan
kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional; dan

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Gubernur selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
mempunyai kewenangan:

1) menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD,
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

2) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD,
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;

3) menetapkan peraturan daerah tentang APBD, rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD;
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4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah;

5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

6) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;

7) menetapkan KPA/pengguna barang;

8) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran;

9) menetapkan pejabat  yang  bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

10) menetapkan  pejabat yang  bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah;

11) menetapkan  pejabat yang  bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah; dan

12) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

13) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
dan

14) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

c. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat

Daerah, terdiri atas:

1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan

daerah;
2) Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran/pengguna barang.

d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang
menerima atau mengeluarkan uang.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
membantu Gubernur menyusun kebijakan dan
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mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang:

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD;

2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
barang daerah;

3) Penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

4) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat
pengawas keuangan daerah; dan

5) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Selain mempunyai tugas koordinasi Sekretaris Daerah
mempunyai tugas:

1) Memimpin TAPD;

2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

3) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

4) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD;

5) Memberikan persetujuan perubahan/pergeseran anggaran
DPA-SKPD/PPKD atau DPPA-SKPD /PPKD; dan

6) Melaksanakan  tugas-tugas  koordinasi  pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Gubernur.

d. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3. TAPD

TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat
lain sesuai dengan kebutuhan, dengan tugas sebagai berikut:

1)
2)

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA,;

menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

melakukan verifikasi RKA SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,
dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;
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7) melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan
perubahan DPA SKPD;

8) menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan
RKA; dan

9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
a. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1)

2)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD,
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Menyusun RKA-PPKD, DPA-PPKD, dan DPPA-PPKD;
Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Melaksanakan fungsi BUD;

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Gubernur.

b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1

w N

)
)
)
)

N

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Mengesahkan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD /PPKD;
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Menetapkan SPD;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah;

10) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah; dan

11) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah.

-31 -



PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur;

Kuasa BUD mempunyai tugas:

1) Menyiapkan anggaran kas;

2) Menyiapkan SPD;

3) Menerbitkan SP2D;

4) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah;

5) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

6) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

7) Menyimpan uang daerah;

8) Melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;

9) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas
beban APBD;

10) Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

11) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

12) Melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada PPKD selaku BUD;

Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,

dan/atau rentang kendali.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di

lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai

berikut:

1) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

2) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

3) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama pemerintah daerah;
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4)

S)
6)

7)

8)

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah;

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

Melaksanakan penatausahaan belanja tidak langsung
PPKD dan pembiayaan daerah; dan

Menerbitkan SPP dan SPM pengembalian penerimaan
daerah.

Pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pejabat

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

a. Membentuk tim penyusun naskah rancangan KUA PPAS yang

terkoordinasi;

Menyusun naskah rancangan KUA;

o

Menyusun naskah rancangan PPAS; dan

d. Menyampaikan naskah KUA PPAS kepada Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD.
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

a. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang mempunyai tugas:

1)

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK);

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
termasuk Unit Kerja yang berada dibawahnya,;
Menetapkan PPK SKPD;

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang mempunyai tugas:

1

w N

)
)
)
)

N

Menyusun RKA-SKPD;

Menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;

Menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
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8) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

9) Menandatangani SPM;

10) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

11) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,;

12) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK);

13) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
termasuk Unit Kerja yang berada dibawahnya;

14) Menetapkan PPTK, PPK SKPD, dan PPK Pembantu (unit
kerja);

15) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

16) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

17) Dalam rangka pengadaan barang/jasa pengguna anggaran
dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

18) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

c. Dalam hal pengguna anggaran berhalangan tetap atau
berhalangan sementara, Plt. atau Plh. mempunyai tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. Dalam hal pengguna anggaran mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan, Gubernur dapat menugaskan Plh.
pada masa pendidikan di kelas lebih dari 7 (tujuh) hari.

7. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan
tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan
Gubernur. Pelimpahan kewenangan berdasarkan salah satu
pertimbangan sebagai berikut:

1) SKPD yang mempunyai minimal 9 (sembilan) unit kerja;

2) SKPD yang memiliki UPT Tipe A; dan

3) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
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b. Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Sekretariat Daerah
meliputi:

1) Menyusun RKA Belanja Langsung Biro;

2) Menyusun DPA dan DPPA Belanja Langsung Biro;

3) Menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Langsung
Biro;

4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

5) Melaksanakan anggaran Biro yang dipimpinnya,;

6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

7) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

8) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

9) Menandatangani SPM UP, GU, TU, dan LS Belanja
Langsung;

10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab Biro yang dipimpinnya;

11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Biro
yang dipimpinnya;

12) Mengawasi pelaksanaan anggaran Biro yang dipimpinnya;
dan

13) Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pengadaan barang dan jasa.

c. Khusus Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
selain melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melaksanakan
kewenangan:

1) Menyusun RKA Belanja Tidak Langsung RKA
Gubernur/Wakil Gubernur;

2) Menyusun DPA/DPPA Belanja Tidak Langsung DPA/DPPA
Gubernur/Wakil Gubernur;

3) Menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Tidak
Langsung Gubernur/Wakil Gubernur; dan

4) Menandatangani SPM LS Gaji dan  Tunjangan
Gubernur/Wakil Gubernur.

d. Khusus Kepala Biro Umum selain melaksanakan tugas
pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, juga melaksanakan kewenangan:
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1) Menyusun RKA Belanja Tidak Langsung Sekretariat
Daerah;

2) Menyusun DPA/DPPA Belanja Tidak Langsung Sekretariat
Daerah;

3) Menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Tidak
Langsung Sekretariat Daerah; dan

4) Menandatangani SPM LS Gaji dan Tunjangan Sekretariat
Daerah.

Pelimpahan  sebagian kewenangan  kuasa  pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang di SKPD selain Sekretariat

Daerah meliputi:

1) Menyusun RKA Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

2) Menyusun DPA dan DPPA Belanja Langsung Unit Kerja
SKPD;

3) Menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Langsung
Unit Kerja SKPD;

4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

5) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

7) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

8) Mengadakan perikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

9) Menandatangani SPM-UP, TU, GU, dan LS pengadaan
barang/jasa;

10) Mengelola piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja
yang dipimpinnya;

11) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

12) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan

13) Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pengadaan barang dan jasa;

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur

atas usulan kepala SKPD. Untuk Biro pada Sekretariat Daerah

dapat langsung mengusulkan dengan menyampaikan

tembusan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang;

Usulan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

disampaikan kepada PPKD, untuk kemudian ditetapkan

menjadi Keputusan Gubernur;
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h. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/pengguna barang;

i. Kepala SKPD dan Kepala Biro pada Sekretariat Daerah dapat
mengusulkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang pada unit kerja yang dipimpinnya sebelum dimulainya
pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan;

j- Pengusulan Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan
kajian yang menjadi dasar pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

k. Dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap atau
berhalangan sementara, Plt. atau Plh. mempunyai tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d;

1. Dalam hal kuasa pengguna anggaran mengikuti pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan, Gubernur dapat menugaskan
Plh. pada masa pendidikan di kelas lebih dari 7 (tujuh) hari;

m. Dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap,
kewenangan pengelolaan keuangan yang didelegasikan
dikembalikan ke pengguna anggaran.

8. Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana BOS, terdapat paket

kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan di

bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan

perikatan/perjanjian dengan Pihak Ketiga, Kepala Satdikmen

Negeri/Satdiksus Negeri diusulkan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi melalui PPKD yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen.

9. Koordinator PPTK SKPD

a. Pejabat Pengguna = Anggaran/Pengguna  Barang dan
KPA/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program
dan kegiatan menunjuk pejabat setingkat esselon III pada
SKPD/Unit kerja selaku Koordinator PPTK sebelum
dimulainya pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran
berkenaan;

b. Pejabat setingkat esselon III yang menjabat Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus

merangkap sebagai Koordinator PPTK;
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c. Koordinator PPTK berfungsi sebagai pengendali keuangan dan
kemajuan fisik kegiatan serta kelancaran pelaksanaan dan
pengawasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan
oleh PPTK;,

d. Tugas Koordinator PPTK secara umum antara lain:

1) Bersama Sekretaris SKPD/Pejabat yang ditunjuk sebagai
koordinator program SKPD/Unit Kerja, meneliti dan
menyetujui dokumen RKA/DPA/DPPA-SKPD yang disusun
oleh PPTK yang berada dibawah koordinasinya;

2) Bersama PPTK membuat Rencana Operasional Kegiatan
(ROK) serta dokumen kelengkapan kegiatan lainnya,;

3) Meneliti dan melakukan koreksi awal serta menyetujui
dokumen pengajuan anggaran/Nota Pencairan Dana (NPD)
oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;

4) Bersama PPTK meneliti kebenaran dokumen kontrak dan
dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan yang
dikontraktualkan;

5) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atas kegiatan yang berada dibawah
koordinasinya;

6) Melakukan evaluasi berkala bersama PPTK terhadap
capaian target program dan kegiatan yang berada dibawah
koordinasinya dan melaporkan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perihal kemajuan
fisik dan keuangan serta kendala/masalah yang dihadapi
serta pemecahan masalahnya; dan

7) Koordinator PPTK melegalisasi dokumen sebagaimana
dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan
program dan kegiatan menunjuk pejabat esselon IV pada
SKPD selaku PPTK sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran
pada tahun anggaran berkenaan, khusus untuk unit kerja
pada Sekretariat Daerah dan RSUD dapat dilaksanakan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. Pejabat esselon IV yang ditugaskan sebagai penandatangan
SP2D dan PPK SKPD/PPKD, tidak diperkenankan merangkap
menjadi PPTK;
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Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat

menunjuk pelaksana minimal golongan III/b (kecuali pada

Satuan Pendidikan dapat menunjuk Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PNS minimal golongan II) sebagai PPTK apabila

eselon IV berhalangan tetap, atau ditugaskan sebagaimana

dimaksud pada huruf b;

Apabila PPTK yang telah ditunjuk berhalangan tetap maka

PA/KPA menunjuk pengganti PPTK sebagaimana dimaksud

pada huruf c;

Apabila PPTK yang telah ditunjuk berhalangan sementara

maka PA/KPA menunjuk atasan langsung sebagai pelaksana

harian PPTK;

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf c

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran

kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya;

PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang;

PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang;

PPTK mempunyai tugas, mencakup:

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,;

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan  kegiatan, yang mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang
terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

4) Salah satu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 3 yaitu Nota Pencairan Dana (NPD)
sebagaimana tercantum dalam Format VIII Peraturan
Gubernur ini, dilengkapi dengan Lampiran Nota Pengajuan
Dana Transfer oleh Bendahara sebagaimana tercantum

dalam Format LIV Peraturan Gubernur ini.
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11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD)

a.

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam
DPA/DPPA-SKPD, Kepala SKPD selaku PA menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD sebagai PPK-SKPD;

Yang dimaksud PPK-SKPD yaitu eselon III atau eselon IV yang

menangani keuangan/pejabat yang mempunyai fungsi tata

usaha keuangan SKPD;

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai

tugas:

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS gaji, dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran;
3) Melakukan verifikasi SPP;
4) Menyiapkan SPM;
5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6) Melakukan  verifikasi laporan  pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
7) Melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; dan
8) Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah,
bendahara, dan/atau PPTK;
Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD dibantu oleh
pembantu PPK-SKPD, yang melaksanakan fungsi:
1) Verifikasi surat pertanggungjawaban;
2) Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
3) Akuntansi dan pelaporan.
Penetapan PPK-SKPD sebelum dimulainya pelaksanaan
anggaran pada tahun anggaran berkenaan;
Apabila PPK-SKPD yang telah ditunjuk berhalangan tetap,
maka PA/KPA menunjuk pengganti PPK-SKPD;
Apabila PPK-SKPD yang telah ditunjuk berhalangan
sementara, maka PA/KPA menunjuk atasan langsung sebagai
pelaksana harian PPK-SKPD.
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12. Pejabat Penatausahaan Keuangan-Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPK-PPKD)

a.

d.

€.

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam

DPA/DPPA-PPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD

sebagai PPK-PPKD;

Yang dimaksud PPK-PPKD yaitu pejabat esselon IV/pelaksana

yang diberi tugas oleh kepala SKPKD;

PPK-PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai

tugas sebagai berikut:

1) meneliti kelengkapan SPP-LS Hibah dan Bantuan Sosial,
BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga,
Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran PPKD;

2) melakukan verifikasi SPP;

3) menyiapkan SPM;

4) melaksanakan fungsi akuntansi PPKD (Hibah dan
Bantuan Sosial BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga, Pengeluaran Pembiayaan); dan

5) menyiapkan laporan keuangan (Hibah dan Bantuan Sosial
BHPD, Bantuan Keuangan, BTT, Pengeluaran
Pembiayaan).

Dalam melaksanakan tugasnya PPK-PPKD dibantu oleh

pembantu PPK-PPKD;

Pembantu PPK-PPKD terdiri atas:

1) Verifikatur 1 (Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)
mempunyai tugas membantu meneliti kelengkapan SPP-LS
Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran PPKD (Hibah dan Bantuan Sosial);

2) Verifikatur 2 (Belanja BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan) mempunyai
tugas membantu meneliti kelengkapan SPP-LS BHPD,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran PPKD (BHPD, Bankeu, Belanja
Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan);

3) Pembuat SPM PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Membantu melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS
Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan;
dan

b) Membantu menyiapkan SPM.
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4) Penyusun Laporan Akuntansi PPKD mempunyai tugas
sebagai berikut:

a) Membantu melaksanakan akuntansi PPKD (Hibah dan
Bantuan Sosial BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan); dan

b) Membantu menyiapkan laporan keuangan (Hibah dan
Bantuan Sosial BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan).

f. Penetapan PPK-PPKD sebelum dimulainya pelaksanaan
anggaran pada tahun anggaran berkenaan,;

g. Apabila PPK-PPKD yang telah ditunjuk berhalangan tetap,
maka PA/KPA menunjuk pengganti PPK-PPKD;

h. Apabila PPK-PPKD yang telah ditunjuk berhalangan
sementara, maka PA/KPA menunjuk pelaksana harian PPK-
PPKD.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPK-SKPD) Pembantu

a. untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, kepala unit kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD Pembantu;

b. yang dimaksud PPK-SKPD Pembantu yaitu Kepala Sub Bagian
Tata Usaha di Biro/UPT/Satuan Pendidikan atau pejabat
esselon IV pada Bagian/Bidang SKPD, kecuali Biro Umum
Setda pada Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;

c. PPK-SKPD Pembantu (unit kerja) sebagaimana dimaksud pada
huruf b mempunyai tugas:

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;

3) Melakukan verifikasi SPP;

4) Menyiapkan SPM;

5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

6) Melakukan  verifikasi laporan  pertanggungiawaban

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran pembantu;

7) Melaksanakan akuntansi SKPD;

8) Melakukan koordinasi penomoran SPM kepada PPK-SKPD;
dan

- 492 -



9) Menyiapkan bahan laporan keuangan SKPD pada unit
kerja.

d. PPK-SKPD Pembantu (unit kerja) tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK;

e. Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD Pembantu (unit
kerja) dibantu oleh Pembantu PPK Pembantu, yang
melaksanakan fungsi:

1) Verifikasi surat pertanggungjawaban;
2) Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
3) Akuntansi dan pelaporan.

f. Penetapan PPK Pembantu (unit kerja) dilaksanakan sebelum
dimulainya pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran
berkenaan;

g. Apabila PPK-SKPD Pembantu (unit kerja) yang telah ditunjuk
berhalangan tetap, maka PA/KPA menunjuk pengganti PPK-
SKPD Pembantu (unit kerja);

h. Apabila PPK-SKPD Pembantu (unit kerja) yang telah ditunjuk
berhalangan sementara, maka PA/KPA menunjuk pelaksana
harian PPK-SKPD Pembantu (unit kerja).

14. Pembantu PPTK

a. Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK dibantu oleh wunsur
pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dan tata usaha
keuangan;

b. Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a,
ditetapkan oleh Kepala  SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Penetapan
dilaksanakan sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran
pada tahun anggaran berkenaan.

15. Bendahara Penerimaan SKPD

a. Kepala SKPD Penghasil mengusulkan Calon Bendahara
Penerimaan (pelaksana, minimal Gol. III/a) pada SKPD kepada
PPKD selaku BUD;

b. Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Penerimaan sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran pada
tahun anggaran berkenaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD;

c. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional;

d. Bendahara Penerimaan baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
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sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta

membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada

suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi;

e. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur
menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada Unit
Kerja terkait;

f. Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

g. Dalam hal bendahara penerimaan SKPD berhalangan:

1) Melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu)
bulan, bendahara penerimaan dan/atau bendahara
penerimaan pembantu tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas
tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan
dengan diketahui kepala SKPD;

2) Melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan
dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan diadakan
berita acara serah terima; dan

3) Melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan
pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

h. Masa kerja Bendahara Penerimaan SKPD paling lama 5 Tahun
berturut-turut sejak menjabat.

16. Bendahara Penerimaan PPKD

a. Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh
penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan
APBD;

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk
mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
melalui Bank;

c. Atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas, tugas dan
wewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkap oleh
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
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d. Dalam hal bendahara penerimaan PPKD yang berhalangan,

maka:

1) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1
(satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara
penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan
yang bersangkutan dengan diketahui PPKD;

2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara
penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; dan

3) Apabila bendahara penerimaan sudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena
itu segera diusulkan penggantinya.

e. Masa Kerja Bendahara Penerimaan PPKD paling lama 5

Tahun berturut-turut sejak menjabat, minimal Gol. III/a.

17. Bendahara Pengeluaran SKPD

a.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengusulkan Calon
Bendahara Pengeluaran SKPD kepada PPKD;

Gubernur atas wusul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran pada
tahun anggaran berkenaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD;
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional,

Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada
suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi;

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur
atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran
pembantu pada unit kerja terkait;

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;
Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakan;
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h. Sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka
waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas:

1) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, SPP-TU,
SPP-GU, dan SPP-LS;

2) Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU, dan SPP-LS
kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK
SKPD. Khusus untuk SPP-LS pengadaan barang dan jasa
diketahui dan ditandatangani oleh PPTK;

3) Menerima dan menyimpan uang persediaan;

4) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK;

6) Membuat register SPP, SPM, dan SP2D yang telah
diterima;

7) Melaksanakan pembukuan bendahara;

8) Membuat laporan penutupan kas SKPD;

9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif
kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK
SKPD;

10) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional
kepada PPKD; dan

11) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

j- Dalam hal bendahara pengeluaran SKPD berhalangan maka:
1) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1

(satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara
pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

2) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara

pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan
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3) apabila bendahara pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena
itu segera diusulkan penggantinya.

k. Masa Kerja Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD paling lama 5 Tahun berturut-turut sejak menjabat,
minimal Gol. III/a, kecuali pada Satuan Pendidikan minimal
Gol. II/b.

18. Bendahara Pengeluaran PPKD

a. Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran PPKD sebelum dimulainya pelaksanaan
anggaran pada tahun anggaran berkenaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran
pada SKPD;

b. Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh
pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD, dengan
rincian tugas:

1) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-LS;

) Mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-PPKD;
3) Melaksanakan pembayaran dengan mekanisme LS;

) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh SKPD terkait;

5) Membuat register SPP, SPM, dan SP2D yang telah
diterima;

6) Melaksanakan pembukuan bendahara;

7) Membuat laporan penutupan kas PPKD;

8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif
kepada PPKD melalui PPK-PPKD;

9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional
kepada PPKD; dan

10) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh SKPD terkait, apabila dokumen tersebut
tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

c. Masa Kerja Bendahara Pengeluaran PPKD paling lama 5
Tahun berturut-turut sejak menjabat, minimal Gol. III/a.

19. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu SKPD

a. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengusulkan

Calon Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD kepada
PPKD;
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2)

3)

4)

5)

6)

Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD sebelum dimulainya
pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD;

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD adalah Pegawai

Negeri Sipil pada UPT Dinas Penghasil yang membantu

penatausahaan keuangan UPTD dan mempunyai tugas:

a) Menerima Penyetoran Penerimaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya yang sah
dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Ketiga; dan

b) Mencatat dalam Buku Kas Pembantu Penerimaan serta
menyetorkan seluruh Penerimaan ke Rekening Kas
Daerah yang ditunjuk dengan sepengetahuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat 1
(satu) hari  kerja. Penerimaan  yang  tidak
memungkinkan disetor dalam 1 (satu) hari kerja,
penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama
berikutnya dengan kriteria:

(1) Kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi; dan
(2) Penerimaan pendapatan diluar hari kerja Bank.

Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan

dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD, SKRD, TBP,

dan STS;

Menyampaikan  tembusan Buku Kas  Pembantu

Penerimaan dilampiri TBP atau STS kepada Bendahara

Penerima;

Melakukan rekonsiliasi STS dengan Bank penerima.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD selain di Sekretariat

Daerah:

1)

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengusulkan
Calon Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD kepada
PPKD;

Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu SKPD sebelum dimulainya
pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan
anggaran belanja pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mempunyai
tugas:
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a) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, GU,
TU, dan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;

b) Mengajukan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
telah disetujui PPTK untuk disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

c) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang
berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP
dari bendahara pengeluaran;

d) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

e) Mengajukan SPP-UP, GU, dan TU untuk disampaikan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

f) Membuat register SPP-UP, GU, TU, dan SPP-LS
pengadaan barang dan jasa, SPM dan SP2D yang telah
diterima;

g) Melaksanakan pembukuan belanja yang telah
dikuasakan kepadanya;

h) Membuat laporan penutupan kas;

i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
administratif kepada pengguna anggaran/barang;

j) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
fungsional kepada bendahara pengeluaran;

k) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran berupa buku kas umum, buku pajak
PPN/PPh dan bukti pengeluaran yang sah kepada
bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya;

1) Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban pengeluaran;

m) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK;

n) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan

o) Menyampaikan laporan pajak PPN/PPh ke KPP
Pratama setiap bulan.

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro-Biro Sekretariat
Daerah
i. Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara

Pengeluaran Pembantu Biro-Biro Sekretariat Daerah

sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran pada tahun
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anggaran berkenaan untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD;

ii. Bendahara pengeluaran pembantu Biro-Biro Sekretariat
Daerah mempunyai tugas:

a) Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-LS
pengadaan barang dan jasa yang disetujui PPTK;

b) Mengajukan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disetujui PPTK untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran;

c) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang
berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP
dari bendahara pengeluaran;

d) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

e) Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, dan SPP-GU Biro-Biro di
lingkungan Sekretariat Daerah untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran;

f) Membuat register SPP, SPM, dan SP2D Biro yang telah
diterima;

g) Melaksanakan pembukuan Belanja Langsung Biro;

h) Membuat laporan penutupan kas Belanja Langsung
Biro;

i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
administratif kepada pengguna anggaran/barang
melalui PPK Biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

j) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
fungsional kepada PPKD;

k) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK;

1) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan

m) Menyampaikan laporan pajak PPN/PPh ke KPP
Pratama setiap bulan.

d. Dalam hal bendahara penerimaan pembantu sebagaimana
dimaksud pada huruf a berhalangan maka:

1) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1
(satu) bulan, bendahara penerimaan pembantu wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara
penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
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2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara
penerimaan pembantu dan diadakan berita acara serah
terima; dan

3) Apabila bendahara penerimaan sudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan pembantu dan oleh
karena itu segera diusulkan penggantinya.

e. Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf c berhalangan maka:

1) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1
(satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara
pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

2) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara
pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan

3) apabila bendahara pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena
itu segera diusulkan penggantinya.

20. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dalam
melaksanakan fungsinya, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dapat dibantu oleh
Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu yang
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen, pencatat
pembukuan, dan pelaporan serta pembuat daftar gaji.

a. Berfungsi sebagai kasir mempunyai tugas:

1) Membantu bendahara berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang dalam rangka
penyelesaian pembayaran baik kepada pihak ketiga
maupun pihak lain sesuai dengan nilai besaran yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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2)

3)

Menerima dan menyimpan bukti penerimaan dan
pengeluaran uang; dan

Membuat buku catatan bukti penerimaan dan
pengeluaran uang.

Berfungsi sebagai pembuat dokumen mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

Menyiapkan SPP wunit/satuan kerja/kegiatan beserta
kelengkapannya (selain Gaji Pegawai);

Menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan keuangan
pelaksanaan APBD;

Menyiapkan jadwal kegiatan unit/satuan kerja beserta
alokasi dananya;

Mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti
RKA-SKPD, DPA-SKPD, SK Penunjukan Personil Pelaksana
Penatausahaan APBD, dan dokumen lelang serta dokumen
lainnya; dan

Menyiapkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
(Realisasi Keuangan) secara  Periodik (Bulanan,
Triwulanan, dan Akhir Tahun Anggaran).

Berfungsi sebagai pencatat pembukuan dan pelaporan,

mempunyai tugas:

1)
2)

3)

Meregister SPD, SPP, dan SPM;

Mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP,
SPM, dan SPJ;

Mencatat Penerimaan pada Buku Kas Pembantu Khusus
Penerimaan dan Buku Pembantu per Objek dan Rincian
Objek berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan
Surat Tanda Setoran (STS);

Mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah/Tanda Bukti Pembayaran,
dan Surat Tanda Setoran;

Mencatat penerimaan Unit/Satuan Kerja berdasarkan SPM
dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas
pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran
per-kegiatan;

Mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari
bank pada Buku Bank;

Mencatat Pengeluaran Panjar pada Buku Panjar;

Mencatat Penerimaan dan Penyetoran PPN/PPh pada
Buku Pajak;

Menghimpun bukti-bukti pengeluaran kedalam daftar
pengumpul pengeluaran sebagai lampiran SPJ; dan
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10) Menghimpun laporan pelaksana administrasi kegiatan
agar penyusunan SPJ menjadi tertib dan tepat waktu.

d. Berfungsi sebagai Pembuat Daftar Gaji mempunyai tugas:

1) Meneliti dan mengoreksi Daftar Gaji;

2) Menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji;

3) Menyiapkan SPP Rapel/Kekurangan Gaji dan lain-lain
yang sah;

4) Membayarkan Gaji kepada pegawai dan/atau ke rekening
masing-masing pegawai;

5) Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gaji pada Buku
Kas;

6) Memungut, membukukan dan menyetorkan, melaporkan
PPh, potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), dan
potongan lainnya;

7) Menyiapkan SPJ Gaji;

8) Membantu menyelesaikan kewajiban Pegawai yang
berkaitan dengan gaji; dan

9) Menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran.

21. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD mempunyai tugas:

a.

Membantu meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen
pengajuan;

b. Membantu menyiapkan penerbitan SPP;

o

€.

Membantu melaksanakan pencatatan dalam BKU;

Membantu dalam menyiapkan laporan bendahara
pengeluaran PPKD; dan

Membantu dalam pengarsipan.

22. Bendahara BLUD

a.

b.

Pemimpin BLUD mengusulkan Calon Bendahara BLUD
kepada PPKD;

Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara BLUD
sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran pada tahun
anggaran berkenaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan pelaksanaan anggaran pada BLUD;
Bendahara BLUD adalah pejabat fungsional,

Bendahara BLUD baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi;
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. Bendahara pada BLUD terdiri atas:

1) Bendahara Penerimaan;

2) Bendahara Pengeluaran; dan

3) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Bendahara pada BLUD menatausahakan seluruh uang/surat

berharga yang dikelola oleh BLUD, meliputi:

1) Dana Operasional, yaitu seluruh penerimaan dan
pengeluaran kegiatan operasional BLU;

2) Dana Pengelolaan Kas, yaitu idle cash BLU terkait dengan
pengelolaan kas, berupa Deposito dan Investasi Jangka
Pendek;

3) Dana Kelolaan, yaitu seluruh dana yang tidak dapat
dimasukkan ke dalam Dana Operasional dan Dana
Pengelolaan Kas, antara lain Dana Bergulir dan dana yang
belum menjadi hak BLU.

. Pembagian penatausahaan uang/surat berharga antara

Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran

adalah sebagai berikut:

1) Bendahara  Penerimaan menatausahakan seluruh
uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLUD;

2) Bendahara  Pengeluaran  menatausahakan  seluruh
uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja
BLUD; dan

3) dalam hal terdapat uang yang tidak tercakup pada angka
1) dan angka 2) maka dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.

. Bendahara pada BLUD menatausahakan seluruh uang/surat

berharga dalam brankas dan/atau rekening sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bendaharan Penerimaan BLUD:

1) Bendahara Penerimaan BLUD mengalihkan uang/surat
berharga yang dikelolanya menjadi deposito dan/atau
investasi jangka pendek setelah mendapat perintah dari
Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk;

2) Bendahara Penerimaan BLUD menyalurkan uang kepada
Bendahara  Pengeluaran  berdasarkan  perencanaan
dan/atau permintaan dana dengan perintah dari
Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk;

3) Perintah dari Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen yang
bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing
BLUD;
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4)

Bendahara Penerimaan BLUD wajib membuat catatan atas
jenis uang dan besar uang yang disalurkan kepada
Bendahara Pengeluaran BLUD.

j- Bendahara Pengeluaran BLUD:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Bendahara Pengeluaran BLUD menerima dan mengelola
uang yang berasal dari dana Rupiah Murni DPA/DPPA
BLUD yang bersangkutan dan/atau yang diterima dari
Bendahara Penerimaan BLUD untuk digunakan sesuai
rencana kebutuhan;

Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang
berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud diatas,
mengikuti peraturan yang berlaku;

Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang
berasal dari Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana
dimaksud di atas dilakukan sesuai peraturan SOP internal
BLUD terkait;

Bendahara Pengeluaran BLUD dapat melakukan
pembayaran atas uang yang ditatausahakannya setelah
mendapat perintah dari Pemimpin BLUD atau pejabat
yang ditunjuk;

Perintah dari Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen
yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-
masing BLUD;

Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana kepada
BPP sesuai perencanaan dan/atau permintaan dana
dengan memperhatikan  ketersediaan dana yang
dikelolanya;

BPP menerima dana dari Bendahara Pengeluaran untuk
digunakan sesuai rencana kebutuhan;

Atas penyaluran dana oleh Bendahara Pengeluaran kepada
BPP, BPP menyampaikan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana butir 18.b.
1. Pembukuan pada Bendahara BLUD

1)

2)

3)

Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap
seluruh uang yang ditatausahakannya;

Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas Umum,
Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran;
Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasar dokumen

sumber;
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4) Bendahara yang mengelola lebih dari satu DPA/DPPA,
harus memisahkan pembukuannya sesuai DPA/DPPA
masing-masing;

5) Pembukuan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan BPP dilakukan secara terpisah sesuai
tanggung jawab masing-masing.

m. Dalam hal bendahara BLUD berhalangan maka:

1) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1
(satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas bendahara BLUD atas
tanggung jawab bendahara BLUD yang bersangkutan
dengan diketahui Pimpinan BLUD;

2) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara BLUD
dan diadakan berita acara serah terima; dan

3) apabila bendahara BLUD sudah 3 (tiga) bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara BLUD dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinya.

23. Bendahara Dana BOS

a. Untuk mernyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana
BOS, atas usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melalui PPKD, Gubernur menetapkan Bendahara
Dana BOS pada masing-masing Satdikmen Negeri dan
Satdiksus Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

b. Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikmen
Negeri dan Satdiksus Negeri membuka rekening Dana BOS
atas nama Satdikmen Negeri atau Satdiksus Negeri sesuai
peraturan perundang-undangan pada Bank yang ditetapkan
oleh Gubernur;

c. Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikmen
Negeri dan Satdiksus Negeri mencatat transaksi Dana BOS
pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-
kurangnya Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu
Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Objek
Belanja;

d. Dalam hal bendahara Dana BOS berhalangan maka:

1) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1
(satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat
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2)

3)

kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas bendahara Dana BOS atas
tanggung jawab bendahara Dana BOS yang bersangkutan
dengan diketahui Kepala Satdikmen Negeri atau Satdiksus
Negeri;

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara Dana
BOS dan diadakan berita acara serah terima; dan

apabila bendahara Dana BOS sudah 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara Dana BOS dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinya.
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BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN
1. Anggaran Kas

a.

g.

Kepala SKPD Dberdasarkan rancangan DPA/DPPA-SKPD
menyusun rancangan anggaran kas SKPD;

Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD
selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA/DPPA-SKPD;
Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA/DPPA-SKPD;

Dalam penyusunan perencanaan anggaran kas SKPD wajib
menyampaikan estimasi/proyeksi penerimaan dan pengeluaran
per triwulanan kepada BUD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA/DPPA-SKPD yang telah
disahkan;

Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPKD selaku PPKD;

Format Anggaran Kas sebagaimana tercantum dalam Format I

Peraturan Gubernur ini.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD

a.

PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar
menyusun rancangan DPA/DPPA-SKPD paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
ditetapkan;

. Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA/DPPA-SKPD mengacu

pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD;

Rancangan DPA/DPPA-SKPD merinci sasaran yang hendak
dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai sasaran tersebut, rencana penerimaan dana dan
rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan;

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA/DPPA-SKPD disertai
dokumen kelengkapan pendukung lainnya kepada PPKD paling
lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan;

Pada SKPKD disusun DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD;
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f. DPA/DPPA-SKPD digunakan untuk menampung:

1) pendapatan yang berasal dari PAD, pendapatan diluar dana
perimbangan dan pendapatan hibah serta dana darurat;

2) belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD; dan

3) program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

g. DPA/DPPA-PPKD digunakan untuk menampung:

1) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah serta dana darurat;

2) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga; dan

3) penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

h. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA/DPPA-SKPD/PPKD
dapat dibantu Tim Verifikasi DPA/DPPA-SKPD/PPKD bersama-
sama dengan Kepala SKPD/SKPKD paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
ditetapkan;

i. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan
DPA/DPPA-SKPD/PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;

j.- DPA/DPPA-SKPD/PPKD yang telah disahkan disampaikan
kepada kepala SKPD/SKPKD, Inspektorat Provinsi, dan Badan
Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal disahkan;

k. DPA/DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;

1. DPA/DPPA-PPKD digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Kepala SKPKD selaku BUD;

m. Format DPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Format II
Peraturan Gubernur ini;

n. Format DPA-PPKD sebagaimana tercantum dalam Format III
Peraturan Gubernur ini.

o. Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Format IV
Peraturan Gubernur ini;

p. Format DPA/DPPA-PPKD sebagaimana tercantum dalam Format
V Peraturan Gubernur ini.

- 50 -



DPA/DPPA
SKPD 2.2.1 >

DPA/DPPA

SKPD 1

—

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan DPA/DPPA-SKPD

DPA/DPPA
SKPD 2.1

\/_

DPA/DPPA

SKPD 2.2

J

DPA/DPPA

A\ 4

A 4

DPA/DPPA
SKPD

J

Gambar 2. Bagan Alir Penyusunan DPA/DPPA-PPKD

PPKD 1

J

DPA/DPPA

PPKD 2.1

——

DPA/DPPA
PPKD 3.1

J

\ 4

DPA/DPPA

PPKD

—

A

DPA/DPPA

a

PPKD 3.2

\/

- 60 -



3. Surat Penyediaan Dana

a. Berdasarkan Anggaran Kas yang telah ditetapkan, PPKD
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

b. SPD dihitung berdasarkan estimasi pengeluaran alokasi
triwulan pada anggaran kas berdasarkan data rincian objek
belanja dan pengeluaran;

c. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh
PPKD;

d. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

e. Penerbitan SPD dilakukan per triwulan sesuai dengan
ketersediaan dana;

f. Format SPD sebagaimana tercantum dalam Format VII

Peraturan Gubernur ini.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

1.

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum
penerimaannya,;

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas
umum daerah yang dicatat sebagai pendapatan daerah dan
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Dalam hal karena ketentuan pendapatan daerah dilaksanakan
diluar rekening kas umum daerah, maka pembukaan rekening
SKPD atas sepengetahuan dari BUD dengan membuat Surat
Permohonan Pembukaan Rekening;

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, pemerintah
daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha
bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang
memberatkan dunia usaha dan masyarakat;

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar,
hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah.
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C.

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
1. Asas Umum

a.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja

jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam APBD;

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak
melakukan perubahan APBD;

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak, peruntukan
anggaran, tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, dan  pertanggungjawaban  sebagaimana
dimaksud pada huruf c dalam Peraturan Gubernur Banten
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD;

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,;

. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud;

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

disahkan dan diundangkan;

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak

termasuk:

1) Belanja yang bersifat mengikat, merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
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2)

bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan

jasa pada:

a)

b)

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai untuk:

(1) Gaji dan tunjangan PNS, Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

(2) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota

DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur.

Belanja Langsung

Pengeluaran pada belanja langsung dari program dan

kegiatan diantaranya:

(1)

Program/Kegiatan Non Urusan seperti pembayaran
telepon, listrik dan air PDAM, belanja cetak
keperluan kantor, belanja barang pakai habis,
makan minum rapat yang melibatkan pimpinan

(Gubernur/Wakil Gubernur, DPRD, dan Sekretaris

Daerah), makan minum pejabat pemerintah pusat

(Presiden/Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat lain

setingkat esselon I), dan belanja perjalanan dinas

yang Dbersifat mendesak seperti menghadiri
undangan kedinasan; dan

Program /Kegiatan Urusan, seperti pada:

(a) Belanja barang dan jasa pada program dan
kegiatan yang dianggarkan setiap tahun dalam
rangka kelancaran tugas pemerintahan. Seperti
kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan
APBD, dan kegiatan penyusunan pedoman
perpajakan dan retribusi daerah; dan

(b) Kegiatan mendesak yang menurut sifatnya
harus dilaksanakan pada waktunya seperti

tanggap darurat dalam penanganan bencana.

Belanja yang Dbersifat wajib adalah belanja untuk

terjaminnya  kelangsungan pemenuhan pendanaan

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan

kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada

pihak ketiga, dapat berupa:

a)

Belanja Tidak Langsung

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada

Kabupaten/Kota termasuk sisa bagi hasil pajak daerah

kecuali bagi hasil pajak daerah atas pelampauan tahun

anggaran sebelumnya;
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b) Belanja Langsung

Belanja Barang dan Jasa antara lain:

(1) Belanja bahan makanan dan minuman pada UPTD
Perlindungan Sosial dan UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Provinsi
Banten;

(2) Belanja bahan makanan dan minuman pada SMA
CMBBS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

(3) Belanja bahan makanan dan minuman pada RSUD
Malingping dan RSUD Banten untuk kegiatan non-
BLUD.

k. Pengeluaran yang mendahului sebelum Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD disahkan dan diundangkan, terlebih
dahulu dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD;

1. PA/KPA dilarang:

1) menggunakan belanja yang tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam DPA/DPPA; dan

2) mengalihkan peruntukan anggaran belanja yang telah
ditetapkan dalam DPA/DPPA.

m. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, PA/KPA dapat
mengajukan wuang persediaan dan/atau tambahan uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara;

n. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPKD, PPKD/Kuasa
PPKD dapat mengajukan uang persediaan dan/atau tambahan
uang persediaan yang dikelola oleh bendahara;

o. Tata cara pembebanan anggaran terhadap uang persediaan
dan/atau tambahan uang persediaan sebagai berikut:

1) Pengeluaran uang persediaan dan/atau tambahan uang
persediaan membebani kode rekening : 1.1.1.03.01 (kas di
Bank); dan

2) Penerimaan kembali uang persediaan dan/atau tambahan
uang persediaan membebani kode rekening : 1.1.1.01.01
(kas di kas daerah).

2. Kelompok Belanja, Jenis Belanja, dan pelaksanaannya

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
a) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya
yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b) Tambahan Penghasilan ASN (TP-ASN)

1)

2)

3)

4)

5)

Tambahan Penghasilan ASN diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai diatur dalam
Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan:

(a) beban kerja;

(b) tempat bertugas;

(c) kondisi kerja;

(d) kelangkaan profesi,

(e) prestasi kerja; dan/atau

(f) pertimbangan objektif lainnya.

Penerbitan SPM untuk beban Tambahan Penghasilan

ASN berdasarkan Beban Kerja Struktural/Fungsional

bersifat Netto setelah memperhitungkan besarnya

pemotongan dan kebijakan lainnya terhadap
pembayaran Tambahan Penghasilan ASN;

Kebijakan lainnya terhadap kinerja kegiatan belanja

langsung program kegiatan akan dikenakan reward

and punishment (penghargaan dan sanksi) diatur
dalam Peraturan Gubernur tersendiri;

Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan

Penghasilan ASN beban kerja struktural/fungsional

ke-13 dan ke-14 sesuai peraturan perundang-

undangan;

Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana

Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan

Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban

Kerja Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) pejabat atasan langsung atau atasan tidak
langsung yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.):

(1) menjabat sebelum tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN yang
lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per
seratus) dari Tambahan Penghasilan ASN
dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang
dirangkapnya;

(2) menjabat mulai tanggal 10 s.d. akhir bulan,

menerima Tambahan Penghasilan ASN yang
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lebih tinggi ditambah 10% (sepuluh per
seratus) dari Tambahan Penghasilan ASN
dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang
dirangkapnya.

(b) pejabat setingkat yang merangkap sebagai
Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian
(Plh.)

(1) menjabat sebelum tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN jabatan
definitif ditambah 20% (dua puluh per seratus)
dari Tambahan Penghasilan ASN jabatan yang
dirangkapnya;

(2) menjabat mulai tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN jabatan
definitif ditambah 10% (sepuluh per seratus)
dari Tambahan Penghasilan ASN jabatan yang
dirangkapnya.

(c) pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif
yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan
sementara yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)

(1) menjabat sebelum tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN pada
jabatan definitifnya dan tambahan sehingga
jumlah total paling tinggi sebesar Tambahan
Penghasilan ASN jabatan yang dirangkapnya
sesuai kinerja.

(2) menjabat mulai tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN pada
jabatan definitifnya dan tambahan sehingga
jumlah total paling tinggi sebesar 75% (tujuh
puluh lima per seratus) dari Tambahan
penghasilan ASN jabatan yang dirangkapnya
sesuai kinerja.

(d) pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap dan/atau berhalangan
sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)

(1) menjabat sebelum tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN pada
jabatan pelaksana definitifnya dan tambahan
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sehingga jumlah total paling tinggi sebesar
Tambahan Penghasilan ASN jabatan yang
dirangkapnya sesuai kinerja.

(2) menjabat mulai tanggal 10 s.d. akhir bulan,
menerima Tambahan Penghasilan ASN pada
jabatan pelaksana definitifnya dan tambahan
sehingga jumlah total paling tinggi sebesar
75% (tujuh puluh lima per seratus) dari
Tambahan Penghasilan ASN jabatan yang
dirangkapnya sesuai kinerja.

6) Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN
sebagaimana dimaksud angka 5) dilaksanakan pada
bulan berikutnya.

7) Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan SKPD Tipe B
dapat diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh
per seratus) dari tarif Eselon IV yang menangani PEP
SKPD;

8) Pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan ASN
Pertimbangan Objektif Lainnya Petugas Khusus
(a) Keputusan Gubernur tentang Penunjukan;

(b) Daftar Penerima;

(c) Bukti Tranfer atau cek:

(d) Daftar Hadir;

(e) Bukti Surat Setoran Pajak;

(f) Laporan Akhir.

9) Jumlah sekretariat pada Tim Petugas Khusus
berdasarkan Keputusan Gubernur maksimal satu
per tiga dari jumlah anggota, kecuali Tim Majelis
Pertimbangan TPTGR jumlah sekretariat tidak boleh
melebihi jumlah anggota;

10) Pertanggungjawaban TP-ASN pertimbangan objektif
lainnya Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
serta Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(a) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk

Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

(b) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan (BASTHP) untuk Pejabat/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

c) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
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Retribusi  Daerah  diartikan  sebagai  bentuk
pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi
dalam pencapaian target yang ditetapkan;

2) Insentif diberikan atas dasar kinerja riil bagi aparat
yang terkait dengan proses pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, yang besaran
insentifnya didasarkan pada pertimbangan asas
kepatutan, peran, beban kerja, prestasi, dan lokasi
kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

3) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan
retribusi daerah dapat diberi insentif apabila
mencapai kinerja tertentu, sehingga bagi pegawai
yang tidak menunjukkan kinerja tertentu tidak dapat
diberikan insentifnya;

4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
angka 3) dibayarkan setiap triwulan pada awal
triwulan berikutnya;

5) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum
dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan,
pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan

pejabat negara, pemerintah daerah dapat memberikan

gaji/tunjangan bulan ketigabelas dan keempatbelas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penganggaran dan pelaksanaan penghasilan dan

penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta belanja

penunjang kegiatan agar memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah  Serta  Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional;
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(3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten;

(4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten.

f) Penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
sebagai berikut:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

(3) Peraturan Gubernur Banten tentang Standar Satuan
Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Banten.

2) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian hibah

dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur

dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Termasuk dalam belanja hibah adalah Belanja Hibah

Bantuan keuangan kepada partai politik;

Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
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3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan belanja bagi

4)

hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota diatur dengan

Peraturan Gubernur tersendiri;

Belanja Bantuan Keuangan

a)

Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada:

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota;

(2) Pemerintahan Desa; dan

(3) Pemerintah Daerah lainnya;

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa dapat bersifat Umum atau
Khusus;

Belanja  bantuan keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi digunakan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal dan/atau membantu
melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang
tidak tersedia alokasi dananya serta dalam rangka
menunjang pencapaian program prioritas pembangunan
Provinsi Banten;

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di
Wilayah Provinsi Banten dalam rangka menunjang
fungsi-fungsi  penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa untuk  percepatan/akselerasi
pembangunan desa;

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah
lainnya untuk membantu penanggulangan bencana.
Tata cara pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat
khusus diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri;
Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada huruf b) dibahas bersama DPRD
Kabupaten/Kota atau Badan Pemusyawaratan Desa
(BPD);

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada huruf b) peruntukan/penggunaannya
ditentukan oleh Pemberi Bantuan Keuangan,;

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Bantuan Keuangan (juknis) sebagaimana
dimaksud pada huruf i difasilitasi oleh Biro yang
menangani Administrasi Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Provinsi Banten yang dikoordinasikan dan
disiapkan oleh SKPD terkait setelah Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD telah disetujui bersama;
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j)

Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf j ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan.

5) Belanja Tidak Terduga

a)

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam,
bencana non alam dan bencana sosial termasuk
keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat

melakukan  pengeluaran yang  belum  tersedia

anggarannya, salah satu pembiayaan keadaan darurat
dapat berasal dari Pos Belanja Tidak Terduga;

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

(1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

(2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
dan/atau

(3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

(1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

(2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

(3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

(4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

e) Tata cara pengeluaran belanja tidak terduga

(1) Adanya pernyataan keadaan darurat oleh pemerintah
daerah;
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(2) Pendanaan keadaan darurat terlebih dahulu
diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA/SKPD atau RKA/PPKD) kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana,;

(3) RKA-SKPD maupun RKA-PPKD sebagai dasar
pengesahan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD oleh
PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris
Daerah;

(4) DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan untuk mendanai keadaan
darurat atau mendesak lainnya;

(5) Selanjutnya pengeluaran dimaksud diusulkan dalam
Perubahan APBD;

(6) Dalam hal keadaan darurat atau pengeluaran yang
bersifat mendesak terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan APBD pemerintah daerah  dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran;

(7) Pengeluaran keadaan darurat dan mendesak terlebih
dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

(8) Khusus untuk pengembalian kelebihan penerimaan
tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tanggap
darurat bencana dibebankan langsung pada pos
belanja tidak terduga dengan didukung bukti yang
lengkap dan sah;

(9) Pemberitahuan kepada DPRD paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak Keputusan Gubernur
dimaksud ditetapkan.

Pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tidak

terduga dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat
berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari
instansi/lembaga berkenaan setelah
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta
menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

(2) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap
darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana
tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan kepada atasan langsung dan Gubernur;
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(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga dalam hal Penyediaan dana
untuk penanggulangan bencana alam/bencana
sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah
lain dalam rangka penanggulangan bencana
alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo
anggaran yang tersedia dalam SiLPA Tahun
Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan
penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan
melakukan penjadwalan ulang atas program dan
kegiatan yang kurang mendesak dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan
keuangan yang akan disalurkan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang dilanda
bencana alam/bencana sosial dianggarkan dalam
Belanja Bantuan Keuangan pada RKA PPKD;

(b) Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi
tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang
dan pangan supaya diformulasikan kedalam
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan
pelaksanaan kegiatan dimaksud,;

(c) Penyediaan kredit anggaran untuk sarana dan
prasarana dasar supaya diformulasikan kedalam
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan
pelaksanaan kegiatan dimaksud,;

(d) Sambil menunggu perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian
bantuan keuangan tersebut di atas dapat
dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan
Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan
kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan
keuangan dilakukan setelah perubahan APBD
agar dicantumkan dalam laporan realisasi
anggaran; dan

() Pimpinan SKPD yang secara fungsional terkait
dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
belanja tidak terduga wajib menyampaikan
laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan Gubernur.
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g) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat
bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh
Gubernur, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana
kepada PPKD selaku BUD;

(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

(3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada
bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana;

(4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat
pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara
pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana,;

(5) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana bertanggungjawab secara
fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana
tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

(6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat
pernyataan tanggungjawab belanja.

b. Kelompok Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan
dalam program dan kegiatan yang manfaat dan capaian
kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani Standar Harga Satuan, Standar Satuan Harga
Barang/Jasa, Analisis Standar Belanja, dan pedoman lainnya
yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
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1) Belanja Pegawai

a)

d)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penganggaran
belanja pegawai pada belanja langsung, penganggaran
honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non
ASN dapat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran
dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemberian
honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN
dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efe